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STATISTIK KOPERASI INDONESIA (2022)

85,78%

8,21%

6,01%

Kab/. Kota

111.817 Unit

Provinsi

10.700 Unit

Nasional

7.837Unit

TOTAL KOPERASI

130.354 Unit

100%

Jumlah Volume Usaha

Rp. 197.875.647,88 Milyar

Jumlah Aset

Rp. 281.573.716,45 Milyar

Jumlah Anggota

29.448.965 Orang

Source: 
Ministy of Cooperatives and 
SME, December 31st 2022

No. Business Sectors Amount

1 Gov. Administration, defence 41

2 Processing Industry 1.512

3 Information and communication 830

4 Health Services and Social 48

5 Financial Services and Insurance 54.248

6 Other services 40.823

7 Education Services 93

8 Company Services 580

9 Construction 226

10 Water and waste management 119

11 Electricity and Gas Procurement 155

12 Accommodation and F&B 9.695

13 Wholesale and Retail Trade 7.260

14 Mining and Excavation 380

15 Agriculture, Forestry and Fisheries 13.173

16 Real Estate 61

17 Transportation and warehousing 1.110

Total 130.354

Berdasar Sektor Usaha

Jenis Jumlah

Konsumen 71.315 unit

Produsen 26.969 unit

Simpan Pinjam 18.699 unit

Jasa 9.114 unit

Pemasaran 4.527 unit

Berdasar Jenis

ODS, Kemenkop UKM, Desember 2022

STATISTIK KOPERASI TERKINI
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KRITERIA BUKU/KUK 1 BUKU/KUK 2 BUKU/KUK 3 BUKU/KUK 4 

Anggota < 5.000 5.001 - 9.000 9.001 - 35.000 > 35.000 

Modal Sendiri < 250 jt > 250jt - 15M > 15M - 40M > 40M 

Aset < 2,5M > 2,5M - 100M > 100M - 500M > 500M 

Jumlah 105.316 Kop 21.483 Kop 736 Kop 275 Kop
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A. Status dan Skala KSP dan Non KSP

73%

25%

1,45%

0.73%

KUK 1

KUK 2

KUK 3

KUK 4

B. Status Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Sebagian besar koperasi merupakan KUK 1 sebanyak 82,8%.
Disusul berikutnya adalah KUK 2 sebanyak 16,9%
KUK 3 sebanyak 0,58% dan KUK 4 sebanyak 0,22%

• Jumlah KSP/KSPPS Desember 2022 sebanyak 18.699 unit
dengan total asset Rp 124,67 triliun.

• Hasil Susenas 2021 (BPS) menunjukkan Usaha Simpan
Pinjam Koperasi menjadi pelaku kedua yang diandalkan
masyarakat sebagai sumber pembiayaan (4,25% Rumah
Tangga di Indonesia) setelah Bank Umum (4,95% RT), da
n selanjutnya diikuti leasing (2,35% RT), BPR (1,17% RT)
dan pegadaian (0,86% RT).

• Hasil Susenas mengindikasikan Koperasi memberikan
kontribusi yang signifikan untuk inklusi keuangan dan
menjadi andalan bagi masyarakat akar rumput.

1500 587 www.kemenkopukm.go.id@kemenkopukm

PEMETAAN KONDISI KOPERASI

Jauh da
ri Saka 
Guru?

Jumlah Koperasi per Desember 2022 sebanyak 130.354  unit 
dengan partisipasi bruto Rp 197,8 triliun, modal sendiri Rp
108,7 triliun, dan asset Rp 281,6 triliun  <2% dari PDB.



Aceh 188
Sumatera Utara 647
Sumatera Barat 362
Sumatera Selatan 391
Jambi 165

Kepulauan Bangka Belitung 54

Riau 268
Kepulauan Riau 87
Bengkulu 253
Lampung 496

DKI Jakarta 803
Banten 432
Jawa Barat 2.031
Jawa Tengah 2.419
D.I. Yogyakarta 478
Jawa Timur 3.999
Bali 1.281

Maluku 143
Maluku Utara 97
Nusa Tenggara Barat 364

Nusa Tenggara Timur 988

Kalimantan Barat 160

Kalimantan Selatan 130

Kalimantan Tengah 131

Kalimantan Timur 105

Kalimantan Utara 20

Sulawesi Barat 72
Sulawesi Selatan 581
Sulawesi Tengah 176
Sulawesi Tenggara 228
Sulawesi Utara 173
Gorontalo 153

Papua 201
Papua Barat 81

Total KSP

18.157

PETA SEBARAN KSP/USP 2022
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DASAR HUKUM
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25/1992

Perkoperasian

23/2014

Pemerintahan Daerah

4/2023
Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan

6/2023
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor
2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang Undang

P
E

R
A

T
U

R
A

N

P
E

M
E

R
IN

T
A

H

96/2020
Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah

5/2021
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

7/2021
Kemudahan, Pelindungan
dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah P

E
R

M
E

N
K

O
P

 D
A

N
 U

K
M

09/2018
Penyelenggaran dan Pembinaan 
Perkoperasian

9/2020
Pengawasan Koperasi

3/2021
Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

11/2022
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

8/2023

Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi;



Realitas Pengaturan Yang Ada Saat Ini

UU NO 1/ 2023 

KUHP  Pidana

UU NO 4/ 2023 P2SK 

 PEMBATASAN:

1. Calon/Anggota KL

2. Kop Jasa Keuangan

RUU PERKOPERASIAN
1. Anggota dan KL

2. Perizinan

3. Pengaturan

4. Pengawasan

5. Ekosistem,

6. Pidana

1. ANGGOTA, 

2. KOPERASI LAIN (KL), 

3. ANGGOTA KOPERASI LAIN, 

4. CALON ANGGOTA

UU NOMOR 25 TAHUN 1992 PERKOPERASIAN 

DAN PP NOMOR 9 TAHUN 1995

1. ANGGOTA, 

2. KOPERASI LAIN, 

3. ANGGOTA KOPERASI LAIN, 

4. CALON ANGGOTA

UU NOMOR 6 TAHUN 2023 CIPTA KERJA 

DAN PP NOMOR 7 TAHUN 2021

Memperkuat dan M
emudahkan Usaha 
Koperasi

PERMEN NO 8/2023
Sebagai Aturan Transi
si untuk Memberikan
Kepastian Hukum dan
Pelindungan melalui P
erizinan, Pengaturan, 
dan Pengawasan Usa
ha Simpan Pinjam

Mulai 2026

SE Deputi Perkoperasi
an No 7 Tahun 2023 
Pernyataan Mandiri: 
USP Tertutup/Terbuka



Apa Yang Harus Dilakukan?

Kementerian Koperasi dan UKM
1. Mengembangkan sistem pengawasan dan penerapan aplikasi isiannya;
2. Melaksanakan penilaian usaha simpan pinjam Koperasi 2023-2024;
3. Meningkatkan kompetensi JFPK dan dukungan pelaksanaan pengawasan; dan
4. Menyiapkan regulasi, sistem dan daya dukung pengembangan sistem penga-

wasan.

Dinas Koperasi dan UKM Propinsi dan Kabupaten/ Kota
1. Memberikan dukungan pelaksanan pengawasan sesuai kewenangannya, term

asuk dalam melaksanakan penilaian usaha simpan pinjam;
2. Memberikan bimbingan dan pendampingan Koperasi agar memenuhi ketent

uan Permen Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023  Self Declare Close/ 
Open Loop dan Self Assesment Penilauan Kesehatan, serta GoAML;
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Membuat Panduan dan Aplikasi

Pernyataan Mandiri, serta

Verifikasi

Mensosialisasikan, Memfasi

-litasi, Memverifikasi dan

Menetapkan Status USP

Koperasi Close/ Open Loop

Pengurus Koperasi
1. Meningkatkan tata kelola usaha simpan pinjam sesuai Permen No 8 tahun 2023;
2. Melaksanakan pelaporan kegiatan usaha secara rutin dan dalam rangka penilaian usaha simpan p

injam Koperasi amanat UU No 4 Tahun 2023  Self Assesment Kesehatan Koperasi dan goAML
3. Melaksanakan Peraturan Deputi Koperasi mengenai self assessment Kesehatan Koperasi dan self 

declare (pernyataan mandiri) status usaha simpan pinjamnya bersifat tertutup atau terbuka.



Apa Yang Harus Dilakukan USP Koperasi

Self Declare Usaha Simpan Pinjam Koperasi
Pendekatan Partisipastif dalam proses penilaian usaha simpan pinjam Koperasi yang bersifat tertutup (dari, untuk dan
oleh anggota) atau terbuka melalui https://ods.kemenkopukm.go.id.

1. Periode I (15 Oktober 2023), makin cepat makin bagus, karena memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian ke
arah close loop lebih lama atau waktu mengurus perizinan usaha ke OJK bagi yang open loop lebih memadai;

2. Periode Penyesuaian/ Pemurnian USP Koperasi (s/d Juni 2024)  Self declare kedua (konfirmasi);
3. Periode Verifikasi oleh KemenKop UKM dan Dinas Koperasi (s/d Desember 2024);
4. Periode Penyampaian Daftar Koperasi yang bersifat Terbuka (Januari 2025);
5. Periode Pengawasan dengan Sanksi Administratif (tertutup) atau Pengurusan Izin Usaha ke OJK (terbuka);
6. Periode Pengawasan dengan Sanksi Pidana (UU P2SK, UU Perkoperasian, dan UU KUHP)  Januari 2026.

SELF ASSESMENT KESEHATAN KOPERASI
1. Mendorong partisipasi Koperasi melakukan penilaian kesehatan usahanya secara mandiri 
2. Aplikasi https://pengawasankoperasi.kemenkopukm.go.id;
3. Bagian dari penerapan Pengawasan Koperasi Berbasis Risiko  Sampling Acak dan Profil Risiko;
4. Pengawasan dilakukan berdasarkan risiko  menimbang keterbatasan sumberdaya;
5. Tindak Lanjut Pengawasan  Sertifikat Kesehatan, Sanksi Administratif, Pengawasan Khusus, dll.

1500 587 www.kemenkopukm.go.id@kemenkopukm

REGISTRASI goAML (PPATK):
1. Meningkatkan akuntabilitas usaha simpan pinjam, dan menghilangkan citra Koperasi sebagai lembaga penc

ucian uang, dan berkontribusi anti narkoba, terorisme dan pemusnah massal  http://bit.ly/goAMLKSP;
2. Konsekuensi logis dari USP Koperasi sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan.



RUANG LINGKUP

Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)

Seluruh Indonesia

Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi

Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

Pemangku kepentingan Koperasi

Seluruh Indonesia

1500 587 www.kemenkopukm.go.id@kemenkopukm

Membuat Pernyataan Mandiri

Dengan dokumen pendukung

Koordinasi Data Kop

Verifikasi PM Koperasi



MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Memberikan pedoman dan pemahaman serta literasi kepada pembina dan

pengurus koperasi, serta pemangku kepentingan lainnya mengenai pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

Sektor Keuangan dan aturan pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan

kegiatan penilaian usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksudkan pada

Pasal 321 Undang-Undang P2SK.

TUJUAN

Melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK dan aturan

pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun

2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Memberikan pilihan awal pada KSP/KSPPS/USP/USPPS Koperasi dalam

menilai dirinya sendiri untuk dikategorikan bersifat open loop atau close loop

Melakukan penilaian usaha simpan pinjam Koperasi yang bersifat tertutup

atau terbuka, antara lain dengan melakukan verifikasi lapangan, pemetaan

permasalahan dan pembinaan lanjutan.

1500 587 www.kemenkopukm.go.id@kemenkopukm



Pasal 321 (dan Pasal 202)

a. Menteri Koperasi harus melakukan penilaian Koperasi sesuai kriteria Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202

b. Penilaian harus dilaksanakan paling lambat 2 tahun (2023 penilaian, dan 2024 pembinaan ke close loop).

c. Koperasi sebagaimana Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 (open Loop) wajib melaporkan kegiatan

usahanya kepada Menteri Koperasi.

d. Pelaksanaan penilaian Koperasi oleh KemenKop UKM dapat dibantu Pemda

01. OPEN LOOP

Badan hukum koperasi yang

memberikan layanan kepada

masyarakat secara luas dan

terbuka, bukan hanya kepada

anggota.

02. CLOSED LOOP
Badan hukum koperasi yang

memberikan layanan simpan

pinjam secara terbatas/tertutup

(hanya dari, untuk dan oleh

anggota)

KOPERASI

01 02

AMANAT UU PPSK

1500 587 www.kemenkopukm.go.id@kemenkopukm
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Periode Pengurusan Perizinan usaha ke OJK dapat dilakukan Koperasi mulai

Bulan Juli 2024 sampai dengan Bulan Desember 2025

KOPERASI SEKTOR JASA KEUANGAN

01. OPEN LOOP

Mengacu pada ketentuan Pasal

44B dalam Pasal 202 ayat (2) 

UU P2SK dan 

Peraturan Menteri Koperasi

dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Usaha Simpan Pinjam

oleh Koperasi



Persyaratan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan

Perbedaan Perusahaan Asuransi Perusahaan Pembiayaa

n

Usaha Gadai PMV BPR BPRS LKM

Dasar Hukum POJK Nomor 67/POJK.

05/

2015

POJK Nomor

47/POJK.05/

2020

POJK Nomor 31/

POJK.05/2016

POJK Nomor 34/P

OJK.05/2015

POJK Nomor 62/POJ

K.03/

2020

POJK Nomor 3/POJK

.03/

2016

POJK Nomor 10/POJ

K.05/

2021

Kegiatan Usaha Usaha Perasuransian

adalah segala usaha

menyangkut jasa pert

anggungan atau peng

elolaan risiko, pertang

gungan ulang risiko, p

emasaran dan distribu

si produk asuransi ata

u produk asuransi syar

iah, konsultasi dan ke

perantaraan asuransi, 

asuransi syariah, reas

uransi, atau reasurans

i syariah, atau penilaia

n kerugian asuransi at

au asuransi syariah se

bagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 201

4 tentang Perasuransi

an.

(Pasal 1 angka 4)

Perusahaan Pembiayaa

n adalah badan usaha y

ang melakukan kegiata

n pembiayaan barang d

an/atau jasa.

Usaha Pergadaia

n adalah segala

usaha menyangk

ut pemberian pin

jaman dengan ja

minan barang be

rgerak, jasa titipa

n, jasa taksiran, 

dan/atau jasa lai

nnya, termasuk y

ang diselenggara

kan berdasarkan

prinsip syariah.

Usaha Modal Vent

ura adalah usaha

pembiayaan

melalui penyertaa

n modal dan/atau

pembiayaan untu

k jangka waktu te

rtentu dalam rang

ka pengembanga

n usaha pasangan

usaha atau debitu

r.

Bank Perekonomian 

Rakyat yang selanjut

nya disingkat BPR a

dalah bank yang mel

aksanakan kegiatan 

usaha secara konve

nsional atau berdasa

rkan prinsip syariah 

yang dalam kegiata

nnya tidak memberi

kan jasa dalam lalu l

intas giral secara lan

gsung.

Bank Perekonomian 

Rakyat Syariah yang 

selanjutnya disebut 

BPR Syariah adalah j

enis bank syariah ya

ng dalam kegiatann

ya tidak memberika

n jasa dalam lalu lint

as giral secara langs

ung.

Lembaga Keuangan 

Mikro yang selanjutn

ya disingkat LKM ad

alah lembaga keuan

gan yang khusus didi

rikan untuk member

ikan jasa pengemba

ngan usaha dan pe

mberdayaan masyar

akat, baik melalui pi

njaman atau pembia

yaan dalam usaha s

kala mikro kepada a

nggota dan masyara

kat, pengelolaan sim

panan, maupun pem

berian jasa konsulta

si pengembangan us

aha yang tidak sema

ta-mata mencari keu

ntungan.



Persyaratan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan

Perbedaan Perusahaan Asuran

si

Perusahaan 

Pembiayaan

Usaha Gadai PMV BPR BPRS LKM

Permodalan 1. Perusahaan As

uransi: Modal D

isetor sebesar

Rp150 miliar.

2. Perusahaan Re

asuransi: Moda

l Disetor sebes

ar Rp300 milia

r.

3. Perusahaan As

uransi Syariah:

Modal Disetor s

ebesar Rp100

miliar.

4. Perusahaan Re

asuransi Syaria

h: Modal Diseto

r sebesar Rp17

5 miliar.

(Pasal 6)

Modal disetor p

ada saat

pendirian palin

g sedikit Rp250

miliar.

(Pasal 8 ayat 1)

1. Modal Disetor b

erdasarkan ling

kup wilayah us

aha yaitu kabu

paten/kota ata

u provinsi.

2. Jumlah Modal

Disetor Perusa

haan Pergadai

an sebagaiman

a dimaksud pa

da ayat (1) ditet

apkan paling s

edikit:

a. Rp500 juta, unt

uk lingkup wila

yah usaha kab

upaten/kota; at

au

b. Rp2,5 miliar, u

ntuk lingkup wi

layah usaha pr

ovinsi.

(Pasal 4 ayat 1 dan

2)

PMV harus memenuhi ketentua

n permodalan pada saat pendiri

an sebagai berikut:

1. PMV bentuk PT Modal Diset

or paling sedikit Rp50 miliar

;

2. PMV bentuk Koperasi Modal

Disetor paling sedikit Rp25

miliar; atau

3. PMV bentuk perseroan kom

anditer, memiliki Modal Dise

tor paling sedikit Rp25 milia

r.

PMVS harus memenuhi ketentu

an permodalan pada

saat pendirian sebagai berikut:

1. PMVS bentuk PT memiliki M

odal Disetor paling sedikit R

p20 miliar;

2. PMVS bentuk koperasi, me

miliki Modal Disetor paling s

edikit Rp10 miliar; atau

3. PMVS bentuk perseroan ko

manditer, memiliki Modal Di

setor paling sedikit Rp10 mi

liar

(Pasal 9)

Modal disetor pendi

rian BPR ditetapkan

paling sedikit:

1. Rp100 miliar, ba

gi BPR yang didi

rikan di zona 1;

2. Rp50 miliar, bag

i BPR yang didiri

kan di zona 2; d

an

3. Rp25 miliar, bag

i BPR yang didiri

kan di zona 3.

Dengan pertimbang

an tertentu, OJK ber

wenang menetapka

n jumlah modal dis

etor BPR yang lebih

tinggi dari pada jum

lah modal disetor .

Modal disetor pendi

rian BPR sebagaim

ana dimaksud pada

ayat (1) wajib digun

akan untuk modal k

erja paling sedikit 5

0%.

(Pasal 6)

Modal disetor untuk

mendirikan BPRS p

aling sedikit:

1. Rp12 miliar, bag

i BPRS yang didi

rikan di zona 1;

2. Rp7 miliar, bagi

BPRS yang didiri

kan di zona 2;

3. Rp5 miliar, bagi

BPRS yang didiri

kan di zona 3; d

an

4. Rp3,5 miliar, ba

gi BPRS yang di

dirikan di zona 4

.

(Pasal 6)

Modal disetor pendi

rian LKM ditetapkan

paling sedikit:

1. Rp300 juta, unt

uk cakupan wila

yah usaha desa/

kelurahan;

2. Rp500 juta, unt

uk cakupan wila

yah usaha keca

matan; atau

3. Rp1 miliar, untu

k cakupan wilay

ah usaha kabup

aten/kota.

(Pasal 5 ayat 2)

Modal USP Koperasi Rp 500 Juta dinilai
moderat rendah dari Koperasi di SJK



Agar melakukan perbaikan tata kelola dan cakupan layanan usaha, sehingga

memenuhi kriteria, paling lambat 30 Juni 2024

KOPERASI SEKTOR USAHA SIMPAN PINJAM

02. CLOSE LOOP

Koperasi yang melanggar salah satu ketentuan di atas

Dikategorikan Koperasi yang bersifat terbuka (open loop)

1500 587 www.kemenkopukm.go.id@kemenkopukm

Mengacu pada ketentuan Pasal

44B dalam Pasal 202 ayat (2) 

UU P2SK dan 

Peraturan Menteri Koperasi

dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Usaha Simpan Pinjam

oleh Koperasi

Pendanaan dari bank, 
lembaga keuangan lain 
dan obligasi jumlahnya
tidak melewati batas
maksimal 40% (empat
puluh perseratus) dari
total asset koperasi



JANUARI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JANUARI 

FEBRUARI 

MARET 

APRIL

MEI

JUNI

Terbitnya 

UU 4 / 2023

PPSK

Terbitnya

SE 7 / 2023

Koperasi memberikan Pernyataan Mandiri (Self 

Declare) disertai dengan dokumen pendukung

Dinas verifikasi dokumen Pernyataan Mandiri

Koperasi

Kemenkop collecting data 

Self Declare

Tahap 2

(Tentative)

Self Declare

Tahap 3

(Tentative)

Penilaian/Penentuan Koperasi

open loop atau close loop

Pemantauan/Pembinaan

Kepatuhan Koperasi thd

Permenkop 8/2023

Untuk koperasi yang data di ODS kurang ter-

update (Grade C, D) diperlukan koordinasi

dengan Dinas yang berwenang

Untuk koperasi open loop ingin menyesuaikan menjadi close loop:

melakukan perbaikan tata kelola dan cakupan layanan usaha agar memenuhi kriteria paling lambat

30 Juni 2024 

Untuk Koperasi yang menyatakan dan/atau dinilai sebagai open loop: 

Mempersiapkan proses izin dan melaksanakan ketentuan tata kelola yang diatur OJK

2023: Self Declare 2024: Penilaian, Pembinaan, Pengawasan

LINI MASA

Pemantauan/Pembinaan

Kepatuhan Koperasi thd

Permenkop 8/2023

Verifikasi Akhir dan

Daftar Koperasi

Open Loop



Dinas (Prov/Kab/Kota)Koperasi

Mulai

Koordinasi

Daftar Akun Koperasi pada laman

ods.kemenkopukm.go.id

Pendaftaran Akun akan diverifikasi

Persetujuan oleh Tim Biro KTI Kemenkop

Cek Verifikasi email

masuk meggunakan login yang dibuat

Mengisi Pernyataan Mandiri

dan Dokumen Pendukung

Data Pernyataan Mandiri Koperasi tersimpan

Secara Sistem (belum terverifikasi)
Mengirim secara soft file (lewat aplikasi)

dan secara hard file (bermaterai dan TTD)

Hasil Verifikasi Dinas dikirim ke

Kementerian Koperasi dan UKM

Dinas akan memverifikasi isian Pernyataan

Mandiri Koperasi sesuai kewenangannya

Data Pernyataan Mandiri Koperasi tersimpan

Secara Hard file dan sudah terverifikasi

ALUR PELAKSANAAN SELF DECLARE

Koordinasi

MulaiMulai
Koordinasi

1500 587 www.kemenkopukm.go.id@kemenkopukm
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PENUTUP
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Pernyataan Mandiri (self declare) oleh KSP/KSPPS/

USP/USPPS yang dilengkapi dengan dokumen

pendukungnya dilaksanakan, paling lambat pada 

tanggal

15 Oktober 2023 (Tahap I)

Bagi Koperasi yang tidak menyampaikan 

Pernyataan Mandiri (self declare) dapat

dikategorikan sebagai Koperasi yang bersifat

Terbuka (Open Loop)

Asisten Deputi Pengawasan Koperasi, 

Deputi Bidang Perkoperasian, 

Kementerian Koperasi dan UKM 

Email: pengawasan.kemenkopukm.go.id

Narahubung: 

0815-8950-064 (Sdr. Sahro), 0896-6669-0818 (Sdr. Ibnu),

0818-0821-9334 (Sdri. Ajeng), atau 0856-1413-175 (Sdri. Kun),

Mengakses laman ods.kemenkopukm.go.id 

(web based Kemenkop UKM), 

atau

konsultasi kepada

Dinas Koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota 

Di wilayah kedudukan Koperasi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

atau
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PERNYATAAN MANDIRI 
(SELF DECLARE) 
OLEH PENGURUS KOPERASI 

KSP/KSPPS/USP/USPPS
ods.kemenkopukm.go.id
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Tampilan awal laman

ods.kemenkopukm.go.id

Koperasi belum 

Memiliki username 

dan Password

Pilih Daftar 

Untuk melakukan

registrasi
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Masukkan NIK Koperasi

Klik Cek Koperasi

untuk melanjutkan

Masukkan email yang valid

Tampilan Menu

Pendaftaran Koperasi
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Tampilan Menu

Pendaftaran Koperasi

Masukkan Username 

dan Password yang 

dikehendaki

UlangiPassword untuk 

konfirmasi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIK, email, Nama 

Koperasi dan Nomor

Badan Hukum otomatis

muncul menyesuaikan

NIK Koperasi dan email 

yang didaftarkan

Klik Daftar

untuk melanjutkan

Masukkan Nomor Tlp

Kontak Pendaftar

Unggah SK Pengesahan

BH Koperasi
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Status 

Pendaftaran Berhasil

Koperasi agar membuka balasan email 

untuk verifikasi

Klik Oke, Mengerti

untuk melanjutkan

Tampilan Menu

Pendaftaran Koperasi



xxxxxxxxxxxx
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Klik Verify My Account

untuk melanjutkan

Tampilan

Email verifikasi akun

Email verifikasi akan masuk ke dalam Inbox

Jika tidak ada, agar dicari dalam Folder Spam

Pindahkan email tersebut dari Folder Spam ke Folder Inbox, baru bisa dibuka dan di klik untuk verifikasi
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Tampilan awal laman

ods.kemenkopukm.go.id

(login page)

Koperasi 

memasukkan

Username dan 

Password yang

telah didaftarkan



1500 587 www.kemenkopukm.go.id@kemenkopukm

Tampilan awal laman

ods.kemenkopukm.go.id

(login page)

Koperasi 

memasukkan

Username dan 

Password yang

telah didaftarkan
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Tampilan

Pernyataan Mandiri

Isikan Nama Ketua Koperasi

Isikan Jabatan dalam 

Koperasi

Otomatis muncul

Centang salah satu yang 

menjadi pilihan dari Koperasi 

(close loop atau open loop)
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri



Target Pendamping

1. Koperasi (in house maupun daring) yang didampingi telah melakukan pernyataan m
andiri self declare, dan dipastikan telah diverifikasi sesuai keadaan yang sebenarnya;

2. Verifikasi diutamakan pada:

a. Apakah Koperasi menerima simpanan hanya dari anggota dan koperasi lain, ata
u juga menerima simpanan dari calon anggota atau pihak lain:

b. Apakah Koperasi memberikan pinjaman hanya kepada anggota dan koperasi lai
n, atau juga memberikan pinjaman kepada calon anggota atau pihak lain;

c. Apakah Koperasi memiliki utang dari bank, LK dan obligasi di atas 40% dari jum
lah asset;

d. Evaluasi kegiatan usahanya apakah hanya simpan dan pinjam, serta pembayaran
kepada anggotanya, atau memberikan layanan lain, seperti: gadai, penjaminan, 
pertanggungan, modal ventura, dan lain-lain.

3. Kirimkan form self declare dari Koperasi melalui WA ke PMO untuk disampaikan ke
Asdep Pengawasan, disertai catatan hasil verifikasi lapangan pada point 2 di atas.



TERIMA KASIH

Menuju Era Baru
Koperasi yang sehat dan terpercaya serta

Taat Peraturan Perundang-undangan
sebagai salah satu pilar perekonomian nasional
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Disiapkan oleh:
Agung Nur Fajar
Febri Andri Yadi
Haryono


